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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan 

dokumen perencanaan daerah selama 20 tahun ke depan dan berisi substansi 

yang memuat visi, misi, serta arah pembangunan daerah sebagai satu kesatuan 

sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen RPJPD sebagai landasan 

strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.  

 RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045 dengan visi “Terwujudnya 

Jembrana Emas: Maju, Bahagia, dan Berkelanjutan Berlandaskan Tri Hita 

Karana“, terdiri atas enam bab yaitu Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi 

Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, Visi dan Misi Daerah, Arah 

Kebijakan dan Sasaran Pokok, serta Penutup.  

 Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan visi 

pembangunan Kabupaten Jembrana dan mendorong partisipasi seluruh pihak 

untuk turut aktif mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang. Akhir 

kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 

mendukung dalam penyusunan dokumen RPJPD ini.  
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1. BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang 

mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP didefinisikan sebagai dokumen 

perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sesuai dengan amanat 

undang-undang tersebut, daerah perlu mempersiapkan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan 

daerah yang mengacu pada RPJP Nasional (Pasal 5 Ayat 1). 

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan 

daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti 

yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan 

tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan 

politis, dan pendekatan perpaduan antara bottom-up dengan top-down planning. 

Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan 

pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau 

bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, 

tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan 

lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu integratif, menyatukan beberapa 

kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya 

pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan spasial, yaitu 

mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.  

Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJP 

Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada 

RPJP Nasional. Selain itu, pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah 
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kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 

(dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana 

tata ruang wilayah. Pengaturan tentang penyusunan RPJPD bagi daerah lebih 

detail dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

(Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, dimana dalam Pasal 16 ayat 1 dijelaskan 

bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Mulai dari persiapan 

penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan 

Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi 

Peraturan Daerah. Pedoman penyusunan dokumen RPJPD juga mengacu pada 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yang menyebutkan bahwa RPJPD 

dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah 

kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 

menjadi acuan bagi calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 

Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Jembrana tahun 2025-

2045 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan 

pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana 

diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Capaian hasil 

pembangunan jangka panjang periode 2006-2025 serta capaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan menjadi masukan bagi penyusunan RPJPD periode 2025-2045. 

Peraturan tersebut menyelaraskan antara tujuan pembangunan berkelanjutan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang menjadi komitmen 

pemerintah daerah dalam memberikan akses pembangunan yang adil dan 

inklusif, serta menjaga lingkungan hidup. Sementara itu, dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4 juga disebutkan, tujuan 

perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah 

dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan 

kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik 

dan daya saing daerah.  

RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045 yang disusun ini memuat 

amanat yang terkandung dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi 

Bali Tahun 2025-2045 dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. 
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Dokumen ini juga akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 

(lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah 

kebijakan dan sasaran pokok RPJPD diharapkan dapat menjadi acuan bagi para 

calon Kepala Daerah dalam merumuskan visi dan misi. 

1.2 Dasar Hukum  

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan 

perundangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1419); 

11. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-

2045; 

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-

2045;  

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi 

Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5); 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 1). 

 

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana 

Pembangunan Daerah Lainnya 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi maupun 

Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045 merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD 

Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan makro yang memuat visi, misi, 

arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam 

proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan pembangunan.  

Dalam penyusunannya, RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 

2025-2045, RPJPD Provinsi Bali 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Bali, maupun 

Kabupaten Jembrana. RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045 

merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif 

kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun dan 

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana pada setiap jangka waktu 5 

(lima) tahunan. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah 

yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat 

Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang 

disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat 

Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan 

dirangkum menjadi RAPBD. Secara umum, keterkaitan dokumen RPJPD dengan 

dokumen lainnya, dapat digambarkan pada skema berikut: 
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Gambar 1.1 

Keterkaitan antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Lainnya 
Sumber: Inmendagri Nomo 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 

Penyusunan dokumen RPJPD daerah juga memperhatikan dokumen 

RPJPD daerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan 

jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain, terutama yang berbatasan. 

Hasil telaah RPJPD daerah lainnya dimaksudkan sebagai sumber informasi dalam 

hal identifikasi isu-isu strategis. Telaah dokumen RPJPD daerah lain dilakukan 

karena adanya persamaan kepentingan/tujuan serta upaya strategis yang harus 

disinergikan; adanya persamaan permasalahan pembangunan (permasalahan 

lintas wilayah) yang memerlukan upaya pemecahan bersama; adanya agenda 

pembangunan lintas wilayah yang menentukan kewenangan bersama; serta 

adanya kebijakan pemerintah pusat atau propinsi yang menetapkan suatu daerah 

sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan nasional atau 

provinsi. 

1.3.1 Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) Nasional Tahun 2025-2045 

Dalam RPJPN 2025-2045 dirumuskan visi “Indonesia Emas 2045: Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Lima 

sasaran utama Visi Indonesia 2045, yaitu: (1) pendapatan per kapita setara negara 

maju; (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; (3) 

kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (4) daya saing 

sumber daya manusia meningkat; serta (5) intensitas emisi GRK menuju net zero 

emission. Lima sasaran tersebut diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi 

(agenda), dan 45 indikator utama pembangunan. Dalam dokumen tersebut 
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dijabarkan arah pembangunan wilayah Bali-Nusa Tenggara, yaitu “Superhub 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional”. 

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki potensi komoditas pariwisata unggulan 

yang menopang industri kecil menengah dan menunjang pengembangan wilayah.  
 

1.3.2 Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Nasional  

Rencana Tata Ruang Nasional tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 13 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut, arahan strategi pemanfaatan 

ruang untuk Provinsi Bali adalah “Strategi pemeliharaan dan perwujudan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup di Pulau Bali diwujudkan melalui penetapan 

kawasan lindung dengan luas minimal 30% dari wilayah Pulau Bali dengan 

persebaran yang proporsional”. Secara khusus dokumen ini merumuskan arahan 

penetapan dan pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-

Gianyar-Tabanan (Sarbagita) dan PKW Singaraja, Semarapura, dan Negara. 

Peraturan tersebut juga merumuskan PKN Sarbagita sebagai Kawasan Strategis 

Nasional (KSN) dan Kawasan Subak – Bali Landscape.  

1.3.3 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Provinsi Bali Tahun 2025-2045 

Dokumen RPJPD Provinsi Bali tahun 2025-2045 sebagai landasan penting 

dalam merumuskan Dokumen RPJPD Kabupaten Jembrana 2025-2045. Visi 

RPJPD Provinsi Bali tahun 2025-2045 yaitu “Bali Dwipa Jaya : Bali Maju, 

Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan dengan Tetap Berpijak pada 

Budaya Lokal Bali”. Tiga aspek utama yang merupakan pokok-pokok visi RPJPD 

2025-2045, yaitu Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali. Dalam 

mewujudkan visi tersebut, dirumuskan melalui misi berikut: 

1) Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial yang Merata, Berkualitas dan 

Adaptif 

2) Misi 2  : Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inovatif 

3) Misi 3  : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan 

Koordinatif 

4) Misi 4  : Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh dan Kondusif, 

Demokrasi Substansial serta Stabilitas Ekonomi Makro Daerah 

5) Misi 5  : Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 

6) Misi 6  : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan 

Berkeadilan 
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7) Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan 

Terkoneksi serta Ramah Lingkungan 

8) Misi 8  : Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan 

 

1.3.4 Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 

2023-2043 

Arahan penataan ruang Provinsi Bali tertuang dalam Peraturan Daerah 

(PERDA) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Bali Tahun 2023-2043. Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan 

untuk mewujudkan Ruang Wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, 

berjati diri, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi 

hijau berbasis pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri kreatif dalam rangka 

menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berlandaskan nilai-

nilai kearifan lokal Sad Kerthi dan filosofi Tri Hita Karana. Penjabaran arahan 

penataan ruang Kabupaten Jembrana dalam RTRW Provinsi Bali sebagai berikut. 

 

Gambar 1.2 

Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Bali 
Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Bali Tahun 2023-2043 

1) Rencana Struktur Ruang 

● Sistem Pusat Permukiman 

o PKW Kawasan Perkotaan Negara 

o PKL Kawasan Perkotaan Gilimanuk-Pemuteran 
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● Pusat Pertumbuhan Kelautan 

● Pengembangan kawasan dengan konsep agropolitan  

o Kawasan Melaya 

● Sistem Jaringan Transportasi 

o Jalan Tol 

▪ Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi 

▪ Gilimanuk – Sumberklampok 

● Sistem Jaringan Transportasi 

o Terminal Penumpang Tipe B : Simpul Transit Gilimanuk 

o Terminal Barang ; Terminal Barang Gilimanuk 

o Jembatan Timbang : Jembatan Timbang Gilimanuk 

● Sistem Jaringan Kereta Api 

o Jaringan jalur kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali 

▪ Gilimanuk - Denpasar melalui Mengwi 

▪ Gilimanuk - Singaraja melalui Seririt 

o Stasiun kereta di koridor melingkar mengelilingi Pulau Bali 

● Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 

o Pelabuhan Penyeberangan Kelas I : Pelabuhan Penyeberangan 

Gilimanuk 

o Pelabuhan Pengumpan Regional : Pelabuhan Gilimanuk 

o Pelabuhan Pengumpan Lokal : Pelabuhan Pengambengan 

o Terminal Khusus 

o Pelabuhan Perikanan 

▪ PPN Pengambengan 

▪ PPI Air Kuning 

▪ PPI Yeh Sumbul 

● Sistem Jaringan Energi 

o Infrastruktur dan Jaringan Minyak dan Gas Bumi 

o Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung 

▪ Pembangkit tenaga listrik : PLT Gas Gilimanuk 

▪ Rencana pembangkit tenaga listrik : PLT Surya Bali Barat 

o Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana 

pendukung 

● Sistem Jaringan Telekomunikasi 

o Infrastruktur Jaringan Tetap : STO Negara dan Gilimanuk 
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o Jaringan Tetap : jaringan kabel di Selat Bali antar beach hole 

Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan Pantai 

Candikusuma Kabupaten Jembrana 

● Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

o Sistem jaringan irigasi: D.I. Yeh Leh, D.I. Benel, dan D.I. Pala Sari 

● Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

o Sistem Pengendalian Banjir: Jaringan pengendalian banjir Kawasan 

Perkotaan Negara, dan Bangunan pengendalian banjir Tukad 

Ijogading dan Tukad Yeh Sumbul 

● Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

o Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) : SPAM 

Regional Burana Titab 

o Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) : 

Kawasan Peruntukan Industri Pengambengan 

o Sistem jaringan persampahan wilayah : TPA Yeh Sumbul, TPA 

Melaya, TPA Peh 

 
Gambar 1.3 

Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Bali 
Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Bali Tahun 2023-2043 

2) Rencana Pola Ruang  

● Kawasan Lindung 
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o Badan Air 

o Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan 

Bawahannya 

▪ Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah 

▪ Hutan Lindung Bali Barat 

o Kawasan Konservasi : Taman Nasional Bali Barat 

o Kawasan Pencadangan Konservasi di laut : KKP Melaya dan KKP 

Perancak 

● Kawasan Budi Daya 

o Kawasan Hutan Produksi: Hutan produksi tetap Budeng; Hutan 

produksi terbatas Bali Barat 

o Kawasan Perikanan yang didukung kegiatan pemangkalan perahu 

nelayan di sepanjang sisi Perairan Pesisir 

o Kawasan Pergaraman yang merupakan kegiatan pergaraman 

rakyat pada Perairan Pesisir 

o Kawasan Peruntukan Industri 

o Kawasan Pariwisata: Wilayah Perairan Pesisir, pesisir pantai, dan 

Kawasan Pekutatan 

o Kawasan Transportasi 

o Kawasan Pertahanan dan Keamanan : Batalyon Infanteri (Yonif) 

741/Garuda Nusantara 

● KSPN 

o KSPN Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya 

● KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi 

o KSPD Perancak - Pekutatan 

▪ Lokasi : sebagian Wilayah Kecamatan Jembrana, Kecamatan 

Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan 

▪ Arahan pengembangan KSPD 

● Pusat pelayanan Wilayah didukung rencana 

pengembangan jalan Tol Gilimanuk-Mengwi 

● Kawasan terpadu untuk kegiatan pariwisata yang 

terintegrasi dengan kegiatan budi daya hortikultura, 

perkebunan, peternakan, beserta agroindustri 

didukung pusat penelitian pertanian 

o KPTD Kawasan Pengambengan dan sekitarnya 

▪ Lokasi : sebagian Wilayah Kecamatan Negara 
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▪ Arahan pengembangan KPTD 

● Kawasan terpadu untuk kegiatan fish estate meliputi 

aktivitas perikanan tangkap, perikanan budi daya, 

peruntukan industri pengolahan hasil perikanan, 

pengembangan Kawasan industri, kegiatan 

pariwisata, kegiatan lainnya secara harmonis dan 

menjadi hinterland PKW Kawasan Perkotaan Negara 

 

1.3.5 Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana 

Tahun 2023-2043 

Arahan penataan ruang Kabupaten Jembrana tertuang dalam Peraturan 

Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043. Penataan Ruang Wilayah 

Kabupaten Jembrana bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten 

sebagai pusat pengembangan wilayah bagian barat melalui pengembangan 

Kawasan Peruntukan Industri yang didukung oleh kegiatan pertanian, pariwisata 

dan perikanan berdasarkan daya dukung lingkungan dan berlandaskan falsafah 

Tri Hita Karana. Penjabaran arahan penataan ruang Kabupaten Jembrana adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 1.4 

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Jembrana 
Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana  No 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 
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1) Rencana Struktur Ruang 

● Sistem Pusat Permukiman 

o PKW Kawasan Perkotaan Negara di Kecamatan Negara dan 

Kecamatan Jembrana 

o PKL Kawasan Perkotaan Gilimanuk di Kecamatan Melaya 

o PPK di Kawasan Perkotaan Melaya; Perkotaan Pengambengan; 

Perkotaan Mendoyo; Perkotaan Yahembang; Perkotaan Pekutatan 

o PPL di masing-masing kecamatan 

● Sistem Jaringan Prasarana 

o Sistem Jaringan Transportasi 

▪ Sistem jaringan jalan  

● Jalan tol: Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi; 

dan Gilimanuk-Sumberklampok. 

● Terminal penumpang : Tipe B di Kecamatan Melaya; 

Tipe C di Kecamatan Jembrana; Terminal barang di 

Kec. Melaya 

▪ Sistem jaringan kereta api dengan rute Gilimanuk-Denpasar 

melalui Mengwi; dan Gilimanuk-Singaraja melalui Seririt. 

Stasiun penumpang di Kec. Melaya, Kec. Negara, Kec. 

Pekutatan.  

▪ Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan : 

Pelabuhan Penyeberangan Kelas I terdapat di Kecamatan 

Melaya. 

▪ Sistem Jaringan Transportasi Laut 

● Pelabuhan Pengumpan Regional (Pelabuhan 

Gilimanuk); Pelabuhan Pengumpan Lokal (Pelabuhan 

Pengambengan) 

● Pelabuhan Perikanan Nusantara terdapat di 

Kecamatan Negara; dan b.Pangkalan Pendaratan Ikan 

terdapat di Kecamatan Jembrana dan Kecamatan 

Mendoyo. 

o Sistem Jaringan Energi :  

▪ Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana 

pendukung : PLTG Gilimanuk di Kecamatan Melaya; PLTS di 

Kecamatan Jembrana 

o Sistem Jaringan Telekomunikasi :  
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▪ Jaringan Tetap, melalui seluruh kecamatan  

▪ Jaringan Bergerak berupa menara Base Transceiver Station 

(BTS) terdapat di Kecamatan Jembrana, Kecamatan Melaya, 

Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Negara 

o Sistem Jaringan Sumber Daya Air :  

▪ Sistem Jaringan Irigasi meliputi : Jaringan Irigasi Primer, 

Jaringan Irigasi Sekunder dan Jaringan Irigasi Tersier yang 

terdapat di seluruh kecamatan 

▪ Sistem Pengendalian Banjir meliputi Bangunan Pengendalian 

Banjir terdapat di Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Jembrana 

dan Kecamatan Negara; Jaringan Pengendalian Banjir 

terdapat di Kecamatan Jembrana 

▪ Bangunan Sumber Daya Air, terdapat di seluruh kecamatan  

o Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

▪ Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Unit Air Baku berupa SPAM Regional Burana terdapat di 

Kecamatan Mendoyo 

▪ Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) 

SPAL non domestik di Kecamatan Negara dan Kecamatan 

Melaya; SPAL domestik di Kecamatan Jembrana dan 

Kecamatan Negara 

▪ Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(B3) 

Kawasan Peruntukan Industri Pengambengan di Kecamatan 

Negara setelah melalui kajian 

▪ Sistem Jaringan Persampahan 

TPS3R terdapat di Kecamatan Melaya, Kecamatan Jembrana 

dan Kecamatan Negara; TPA terdiri atas TPA Melaya, TPA Yeh 

Sumbul, TPA Peh 

▪ Sistem Jaringan Evakuasi Bencana 

Jaringan Evakuasi Bencana melalui seluruh Kecamatan; 

Tempat Evakuasi Bencana terdapat di seluruh kecamatan 

▪ Sistem Drainase 

Jaringan Drainase Primer dan Tersier melalui seluruh 

kecamatan, sedangkan Jaringan Drainase Sekunder melalui 
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Kecamatan Jembrana, Kecamatan Negara, dan Kecamatan 

Pekutatan 

2) Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang 

Tabel 1.1 

Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 
Kebijakan Struktur 

Ruang 
Strategi Struktur Ruang 

Pengembangan sistem 
pusat permukiman 
dan pusat 
pertumbuhan ekonomi 
yang proporsional, 
merata, dan hirarkis 

Memantapkan tingkatan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi 
wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat permukiman 
perkotaan, pusat Kawasan peruntukkan industri dan pusat 
Kawasan pariwisata 

Menguatkan fungsi dan peran pusat-pusat kegiatan dalam 
pengembangan wilayah kabupaten 

Meningkatkan keterhubungan antara perkotaan dan perdesaan 
sebagai kesatuan pengembangan wilayah kabupaten 

Peningkatan 
konektivitas dan 
keterpaduan sistem 
jaringan transportasi 

Meningkatkan konektivitas dan keterpaduan sistem pelayanan 
jaringan transportasi darat dan penyeberangan 

Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, jalan 
Provinsi yang ada dalam Wilayah Kabupaten, jalan Kabupaten, dan 
jalan lokal 

Meningkatkan keterpaduan Pelabuhan Pengumpan Lokal 
Pengambengan dengan jaringan jalan nasional, jalan Provinsi yang 
ada dalam Wilayah Kabupaten, jalan Kabupaten, jalan lokal, yang 

menghubung ke sentra industri kecil dan rumah tangga yang 
mengolah hasil perikanan 

Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas melalui 
pengembangan jaringan transportasi massal berbasis jalan raya 
maupun rel 

Mengembangkan dan meningkatkan peran angkutan umum 
penumpang dan sistem angkutan umum 

Membangun jaringan jalan baru untuk memperlancar arus lalu 
lintas antar Wilayah dan membuka akses ke seluruh Wilayah serta 
ke pusat pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan 
kelestarian lingkungan dan daya dukung lahan 

Memantapkan fungsi terminal melalui pengembangan sistem 
trayek yang terintegrasi antar Wilayah, antar Kawasan perkotaan 
dan dengan Kawasan perdesaan, serta mendukung jaringan lintas 
angkutan barang terkait distribusi barang ke pelosok daerah 

Peningkatan kualitas 
dan jangkauan 
pelayanan sistem 
jaringan prasarana 
dan prasarana lainnya 
secara terpadu dan 

merata di seluruh 
Wilayah 

Mengintegrasikan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan 
infrastruktur ketenagalistrikan dan jaringan infrastruktur minyak 
dan gas untuk memenuhi kebutuhan semua lapisan Masyarakat 

Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan 
telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan 
permukiman 

Meningkatkan keterpaduan perlindungan, pemeliharaan, 
penyediaan, dan distribusi dengan pengelolaan sumber daya air 

melalui kerja sama antar daerah serta mengintegrasikan prinsip 
kearifan lokal 

Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan penyediaan air 
minum, jaringan persampahan, pengelolaan air limbah, sistem 
drainase, jaringan evakuasi bencana, dan limbah bahan berbahaya 
dan beracun, melipsecara terpadu melalui kerja sama antar daerah 
dan kemitraan pemerintah, swasta, dan Masyarakat 

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten  Jembrana Tahun  2023-2043 
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Gambar 1.5 

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Jembrana 
Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana  No 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 

3) Rencana Pola Ruang 

● Kawasan Lindung 

o Badan Air seluas 553 ha terdapat di seluruh kecamatan 

o Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan 

Bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung seluas 35.394,08 ha 

meliputi: Kawasan Hutan Lindung Bali Barat dan Kawasan Hutan 

Lindung Yeh Leh-Yeh Lebah. 

o Kawasan Perlindungan Setempat seluas 7 ha berupa Kawasan 

kearifan lokal yaitu Kawasan tempat suci 

o Kawasan Konservasi seluas 4.431,18 ha berupa Taman Nasional 

terdapat di Kecamatan Melaya meliputi Taman Nasional Bali Barat. 

● Kawasan Budidaya 

o Badan Jalan seluas kurang lebih 247 ha, terdapat di seluruh 

kecamatan 

o Kawasan hutan produksi seluas 2.384,47 ha, terdiri atas : Kawasan 

Hutan Produksi Terbatas seluas 1.937,25 ha terdapat di Kecamatan 

Melaya; dan Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 447,22 ha, 

terdapat di Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Melaya. 

o Kawasan Perikanan berupa Kawasan Perikanan Budi Daya seluas 

kurang lebih 461  ha 
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o Kawasan Pertambangan dan Energi berupa Kawasan Pembangkitan 

Tenaga Listrik seluas 3 ha terdapat di Kecamatan Melaya 

o Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 1.762 ha, 

terdapat di Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan 

Mendoyo dan Kecamatan Pekutatan 

o Kawasan Permukiman seluas kurang lebih 11.317 ha, terdiri atas : 

Kawasan Permukiman Perkotaan, seluas kurang lebih 5.683 ha, 

terdapat di seluruh kecamatan; dan Kawasan Permukiman 

Perdesaan seluas kurang lebih 5.635 ha, terdapat di seluruh 

kecamatan 

o Kawasan Transportasi seluas kurang lebih 36 ha, terdapat di 

Kecamatan Melaya dan Kecamatan Negara 

● Kawasan Strategis Kabupaten 

o Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, 

yaitu : 

a. Kawasan  Perkotaan  Negara;  b.  Kawasan  Efektif  Pariwisata 

Benel;  c.  Kawasan  Efektif  Pariwisata  Candikusuma berupa 

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Candikusuma;  d.  

Kawasan Efektif  Pariwisata Perancak merupakan bagian dari 

Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan 

ekonomi yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) 

Perancak-Pekutatan;  e.  Kawasan  Efektif  Pariwisata Palasari;  f.  

Kawasan  Pengembangan  Ekonomi  Terpadu Pengambengan 

merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut 

kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan 

Pengembangan Terpadu Daerah (KPTD) Kawasan Pengambengan 

dan sekitarnya;  g.  Kawasan  Industri  Terpadu  Bali;  h.  Kawasan 

Strategis  dan  Cepat  Tumbuh  (KSCT)  Pekutatan merupakan 

bagian dari Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan 

pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Strategis Pariwisata 

Daerah (KSPD) Perancak-Pekutatan;  dan  i.  Kawasan Strategis 

dan Cepat Tumbuh (KSCT) Muara Perancak 

o Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa 

Kawasan Pura Dang Kahyangan, terdiri atas :  

a.  Kawasan  Pura  Dang  Kahyangan  Indra  Kusuma;  b.  Kawasan 

Pura  Dang  Kahyangan  Jati;  c.  Kawasan  Pura  Dang  Kahyangan 

Rambut  Siwi;  d.  Kawasan  Pura    Dang  Kahyangan  Majapahit;  
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e. Kawasan Pur Dang Kahyangan Amertasari; f. Kawasan Pura 

Dang Kahyangan Gede Perancak. 

o Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup, meliputi :  

a. Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh-Yeh Lebah; dan b. Kawasan 

Taman Nasional Bali Barat  

4) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang 

Tabel 1.2 

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kabupaten Jembrana  

Tahun 2023-2043 

Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Strategi Pengembangan Pola Ruang 

Pengembangan, 
pemanfaatan, dan 

pengelolaan 
Kawasan Lindung 

Pemeliharaan, 
dan perwujudan 

kelestarian fungsi 
lingkungan hidup 

Mengarahkan dominasi alokasi Ruang untuk 
Kawasan Lindung di Wilayah bagian utara, 

sementara alokasi Ruang untuk Kawasan Budi 
Daya sebagian besar diarahkan di Wilayah bagian 
selatan 

Menetapkan dan mengelola Kawasan Lindung 

Mengembangkan, pemanfaatan dan pengelolaan 
Kawasan Lindung yang telah ditetapkan secara 
nasional dengan penerapan konsep kearifan lokal 
dan budaya Bali 

Mitigasi dan 
adaptasi 
Kawasan rawan 
bencana 

Menetapkan Kawasan yang memiliki potensi rawan 
bencana 

Mengembangkan sistem penanggulangan bencana 
Wilayah secara terpadu 

Pengembangan 
Kawasan Budi Daya 

Pengembangan 
kegiatan industri 
berbasis potensi 
daerah dengan 
mendayagunakan 
sumber daya 
alam serta tetap 
menjaga 
kelestarian 
lingkungan 

Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri 
skala kecil dan menengah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, serta industri besar yang 
terintegrasi dengan kegiatan perikanan, kegiatan 
pariwisata, kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan 
pertanian 

Mengembangkan sentra industri kecil dan industri 
menengah sesuai peraturan perundang-undangan 
yang terintegrasi dengan Kawasan Permukiman 

Perwujudan dan 
peningkatan 
keserasian, 
keterpaduan, dan 
keterkaitan antar 

kegiatan budi 
daya 

Menjamin ketersediaan jaringan irigasi, 
mengembangkan dan melestarikan KP2B dalam 
rangka kemandirian dan ketahanan pangan 

Mengembangkan dan melestarikan Kawasan Budi 
Daya hutan produksi, tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, dan perikanan untuk 
mewujudkan nilai tambah daerah 

Mengembangkan Kawasan terpadu daerah sebagai 
pusat kegiatan perekonomian Wilayah yang 
memiliki nilai strategis Kawasan dalammendukung 
Penataan Ruang Wilayah Kabupaten 

Mengembangkan Kawasan Pariwisata didukung 
oleh DTW baik DTW alam, DTW buatan, DTW 
budaya, dan pengembangan desa wisata dengan 
memperhatikan daya dukung lingkungan dan 
sosial 

Mengembangkan Kawasan Perikanan berupa 
kegiatan perikanan budi daya secara sinergis dan 
berkelanjutan didukung sektor lainnya untuk 
meningkatkan ketahanan struktur perekonomian 
wilayah 

Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan 
permukiman perdesaan yang aman, nyaman, 
produktif, dan berjatidiri budaya Bali 
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Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif 
disekitar Kawasan pertahanan dan keamanan 
untuk menjaga fungsi Kawasan 

Pengendalian 
perkembangan 
kegiatan budi 
daya agar tidak 
melampaui daya 
dukung dan daya 
tampung 

lingkungan 

Mengendalikan pembangunan pada Kawasan 
dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh 
persen) dengan kegiatan budi daya non terbangun 

Mengembangkan pertanian organik secara 
bertahap menuju Bali sebagai pulau organik 

Mengendalikan keseimbangan daya dukung dan 
daya tampung lingkungan di Kawasan perkotaan 
dan Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi 

Penyediaan RTH 
di Kawasan 
perkotaan 

Menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada 
Kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% 
(tiga puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan, 
meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 
10% (sepuluh persen) RTH privat 

Mewajibkan penyediaan taman lingkungan pada 
pengkaplingan atau pengembangan perumahan 

baru 

Mewajibkan pengembangan minimal satu banjar 
satu taman banjar dan satu desa satu taman desa 

Mewajibkan pengembangan RTH publik pada lahan 
milik pemerintah 

Mengembangkan kerjasama pinjam pakai untuk 
RTH publik pada lahan kosong milik pemerintah 
yang ada di Kawasan Perkotaan 

Mewajibkan penyertaan pengembangan RTH publik 

sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility 
(CSR) dengan pihak swasta 

Mengembangkan kerjasama pemanfaatan lahan 
milik desa atau milik Desa Adat sebagai RTH publik 

Mengembangkan kerjasama pembelian secara 
bertahap taman banjar atau taman desa oleh desa 
atau Desa Adat 

Mengadakan pembelian secara bertahap lahan 
untuk RTH publik oleh Pemerintah, baik 
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah 

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten  Jembrana Tahun  2023-2043 

 

5) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kawasan 

Tabel 1.3 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Jembrana 

Tahun 2023-2043 

Kebijakan Pengembangan 
Kawasan Strategis 

Kabupaten 

Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten 

Pengintegrasian secara 
harmonis Kawasan 
Strategis Nasional, 
Kawasan Strategis Provinsi 
dan Kawasan Strategis 

Kabupaten untuk 
pertumbuhan ekonomi, 
sosial dan budaya, serta 
pelestarian lingkungan 
hidup dan pelestarian 
budaya 

Mengembangkan sistem koordinasi tata kelola Kawasan Strategis 
Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis 
Kabupaten yang terintegrasi secara terpadu 

Mengintegrasikan kawasan strategis kepentingan nasional, 
Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten ke dalam Struktur 
Ruang dan Pola Ruang secara harmonis 

Mensinergikan program pengembangan Kawasan Strategis 
Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis 
Kabupaten 

Pengembangan Kawasan 
Strategis Kabupaten 
sebagai pendorong 
pertumbuhan sektor 
ekonomi Wilayah 
Kabupaten yang berjatidiri, 

Mengembangkan potensi Kawasan Pariwisata Benel, Kawasan 
Pariwisata Candikusuma, Kawasan Pariwisata Perancak, 
Kawasan Pariwisata Palasari, Kawasan ekonomi terpadu daerah 
serta Kawasan industri Wilayah sebagai penggerak ekonomi 
Masyarakat yang berbasis ekowisata, berjatidiri budaya Bali dan 
bertaraf internasional 
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Kebijakan Pengembangan 
Kawasan Strategis 

Kabupaten 
Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten 

produktif, serta berdaya 
saing 

Menata dan mengembangkan integrasi keterpaduan klaster 
kegiatan ekonomi unggulan yang berpotensi cepat tumbuh dan 
sedang tumbuh pada Kawasan secara terkendali 

Memantapkan partisipasi peran serta Masyarakat, Subak, Desa 
Adat maupun organisasi kemasyarakatan lainnya dalam 
pengembangan kawasan 

Meningkatkan layanan fasilitas, prasarana, aksesibilitas dan 
memelihara keterkaitan antar Kawasan di dalam Wilayah 
Kabupaten maupun antar wilayah secara terpadu 

Pemantapan Kawasan 
Strategis Kabupaten 
sebagai upaya pemajuan 

serta pelestarian nilai, 
ekspresi dan praktik 
kebudayaan tradisional 
daerah 

Menata dan mengembangkan Kawasan Strategis Kabupaten dari 
sudut kepentingan perlindungan dan pelestarian Kawasan yang 
mendukung jati diri sosial budaya pada Kawasan Tempat Suci 

Pura Dang Kahyangan 

Memantapkan partisipasi peran serta Masyarakat, Desa Adat 
maupun organisasi kemasyarakatan lainnya dalam 
pengembangan, pelestarian dan pengendalian Pemanfaatan 
Ruang pada Kawasan Tempat Suci 

Meningkatkan ketersediaan layanan fasilitas dan aksesibilitas 
penunjang kawasan yang terintegrasi secara terpadu 

Pengembangan Kawasan 
Strategis Kabupaten 
sebagai perlindungan 
keanekaragaman hayati 
dan memperkuat ekosistem 
Wilayah berdasarkan asas 
kelestarian dan 
keberlanjutan 

Mengendalikan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai daya 
dukung dan daya tampung lingkungan 

Mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup 
yang telah menurun baik akibat aktivitas pembangunan maupun 
akibat bencana alam 

Mengembangkan partispasi masyarakat dan konsep-konsep 
kearifan lokal dan budaya Bali dalam pengendalian, pengawasan 
serta pelestarian pelestarian 

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten  Jembrana Tahun  2023-2043 

 

1.3.6 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2025-

2045 

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen 

yang menjadi jaminan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi 

acuan dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan, rencana, 

dan/atau program pada dokumen RPJPD Kabupaten Jembrana.  

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 122 indikator 

yang dianalisis dalam periode 2017-2022 untuk mengetahui apakah Kabupaten 

Jembrana sudah berhasil mencapai target nasional untuk masing-masing 

indikator. Hasil/capaian indikator ini menjadi dasar untuk memberikan 

rekomendasi dan menyusun skenario di dalam RPJPD 2025-2045 sebagai upaya 

pencapaian target nasional indikator tujuan pembangunan berkelanjutan 

tersebut. 

Berdasarkan indikator-indikator yang tidak mencapai target, Kabupaten 

Jembrana merumuskan daftar isu strategis dalam dokumen KLHS sebagai 

berikut: 

• Jembrana berpotensi sebagai lumbung pangan, tetapi harga pangan tinggi 
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• Tingkat kemiskinan yang semakin tinggi 

• Timbulan sampah 

• Menurunnya kualitas air 

• Ancaman pemenuhan air pada Kecamatan Negara dan Kawasan Gilimanuk 

• Ancaman peningkatan koefisien limpasan (banjir) di bagian bawah Palasari 

• Alihfungsi lahan pertanian menjadi terbangun di sekitar Palasari, Kaliakah, 

dan Pekutatan 

• Terancamnya biota perairan laut dangkal di Pengambengan dan sekitarnya 

• Pengembangan sektor non basis dengan kinerja mundur yang sangat masif 

• Perubahan struktur mata pencaharian masyarakat 

• Pergeseran budaya dari adanya interaksi sosial antara masyarakat lokal 

dan pendatang 

• Rendahnya tingkat pendidikan 

• Pengelolaan lahan pertanian atau perkebunan belum/kurang optimal 

• Pertumbuhan penduduk tinggi namun lahan untuk bermukim terbatas 

• Potensi urban sprawl yang tidak terkendali di wilayah Pesisir Negara, 

kawasan Gilimanuk, sekitar Bendungan Palasari, dan Pekutatan 

• Meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan 

• Konflik pertanahan di beberapa wilayah (Loloan barat, Baluk, Blimbingsari) 

• Pembukaan lahan di wilayah hulu berpotensi menyebabkan bencana 

(longsor, banjir bandang) 

 

1.3.7 Dokumen Perencanaan Wilayah Sekitar 

A. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan 

Tahun 2023-2043 

Arahan penataan ruang Kabupaten Tabanan tertuang dalam Peraturan 

Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043. Penataan Ruang Wilayah 

Kabupaten Tabanan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pengembangan 

Ruang Wilayah yang hijau, lestari, aman, nyaman, produktif, berjati diri, dan 

berkelanjutan sebagai penyangga lingkungan, kebudayaan dan perekonomian 

Bali yang berbasis budaya agraris, berdaya saing dan terintegrasi dengan 

kepariwisataan dan sistem PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai KSN guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan filosofi Tri Hita Karana 

dan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Penjabaran arahan penataan ruang 

Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut. 
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Gambar 1.6 

Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan 2023-2043 
Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan  Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043 

 

 
Tabel 1.4 

Kebijakan Struktur Ruang Kabupaten Tabanan 2023-2043 

Kebijakan Struktur Ruang Strategi Penataan Ruang 

Pemerataan pengembangan 
Wilayah sesuai karakter dan 
potensi Wilayah yang 
berkelanjutan 

Pengembangan bagian barat wilayah meliputi Kecamatan 
Pupuan, Selemadeg Barat, Selemadeg, Selemadeg Timur dengan 
fungsi utama sebagai pusat kegiatan lokal, kawasan konservasi, 
perkebunan, peternakan, hortikultura, tanaman pangan, 
pariwisata, dan perikanan yang mendukung fungsi Kawasan 
Lindung 

Menguatkan fungsi dan peran pusat-pusat kegiatan 

Meningkatkan keterhubungan perkotaan dan pedesaan 

Pemerataan pengembangan 
Wilayah sesuai karakter dan 
potensi Wilayah yang 
berkelanjutan 

Mengintegrasikan kualitas dan jangkauan pelayanan 
infrastruktur ketenagalistrikan serta minyak dan gas 

Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem 
jaringan telekomunikasi 

Meningkatkan keterpaduan perlindungan, pemeliharaan, 
penyediaan, & distribusi dengan pengelolaan sumber daya air 

Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan penyediaan air 
minum, jaringan persampahan, pengelolaan air limbah, sistem 
drainase, jaringan evakuasi bencana, dan limbah bahan 
berbahaya dan beracun secara terpadu 

Peningkatan konektivitas dan 
keterpaduan sistem jaringan 
transportasi 

Meningkatkan konektivitas dan keterpaduan sistem pelayanan 
jaringan transportasi darat dan penyeberangan 

Meningkatkan keterpaduan pelabuhan pengumpan lokal 
Pengambengan dengan seluruh jaringan jalan, termasuk jalan 
lingkungan yang terhubung ke sentra-sentra industri kecil dan 
rumah tangga yang mengolah hasil perikanan 
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Kebijakan Struktur Ruang Strategi Penataan Ruang 

Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, jalan 
provinsi yang ada dalam kabupaten, jalan kabupaten, jalan lokal, 
dan jalan lingkungan 

Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas melalui 
pengembangan jaringan transportasi massal berbasis jalan raya 
maupun rel 

Mengembangkan dan meningkatkan peran angkutan umum 
penumpang dan sistem angkutan umum 

Membangun jaringan jalan baru dan membuka akses ke seluruh 
wilayah serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan 
memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung lahan 

Memantapkan fungsi terminal melalui pengembangan sistem 

trayek yang terintegrasi antar wilayah dan mendukung jaringan 

lintas angkutan barang terkait distribusi ke pelosok daerah 
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten Tabanan Tahun  2023-2043 

 

Gambar 1.7 

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tabanan 2023-2043 
Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan  Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043 

 

Tabel 1.5 
Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Tabanan 2023-2043 

Kebijakan Pola 
Ruang 

Strategi Penataan Ruang 

Pengembangan, 
pemanfaatan, dan 
pengelolaan kawasan 
lindung 

Pemeliharaan dan 
perwujudan 
kelestarian fungsi 
lingkungan hidup 

Mengarahkan dominasi alokasi ruang untuk 
kawasan lindung di wilayah bagian utara dan 
kawasan budidaya di wilayah bagian selatan 

Menetapkan dan mengelola kawasan lindung 

Pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan 
kawasan lindung nasional dengan penerapan 
konsep kearifan lokal serta budaya Bali 

Mitigasi dan adaptasi 
kawasan rawan 
bencana 

Menetapkan kawasan-kawasan yang memiliki 
potensi rawan bencana 

Mengembangkan sistem penanggulangan 
bencana wilayah terpadu 

Pengembangan 
kawasan budidaya 

Pengembangan 
kegiatan industri 

Mengembangkan kawasan peruntukan industri 
kecil dan menengah, serta industri besar yang 
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Kebijakan Pola 
Ruang 

Strategi Penataan Ruang 

berbasis potensi 
daerah dengan  
mendayagunakan 
sumber daya alam 
serta tetap menjaga 
kelestarian 
lingkungan 

terintegrasi dengan kegiatan pertanian, 
perikanan, pariwisata, kepelabuhanan 

Mengembangkan sentra industri kecil dan 
menengah yang terintegrasi dengan kawasan 
permukiman 

Pengendalian 
perkembangan 
kegiatan budidaya 
agar tidak 
melampaui daya 

dukung dan daya 

tampung lingkungan 

Mengendalikan pembangunan pada kawasan 
dengan kemiringan di atas 40% dengan kegiatan 
budidaya non terbangun 

Mengembangkan pertanian organik secara 
bertahap menuju Bali sebagai pulau organik 

Mengendalikan keseimbangan daya dukung dan 
daya tampung lingkungan di kawasan perkotaan 
dan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi 

Perwujudan dan 
peningkatan 
keserasian, 
keterpaduan, dan  
keterkaitan antar 
kegiatan budidaya 

Menjamin ketersediaan jaringan irigasi, 
mengembangkan dan melestarikan Kawasan 
Pertanian Tanaman Pangan (KP2B) 

Mengembangkan dan melestarikan kawasan 
budidaya hutan produksi, tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan, dan perikanan 

Mengembangkan kawasan terpadu daerah 
sebagai pusat kegiatan perekonomian wilayah 
yang memiliki nilai strategis kawasan 

Mengembangkan kawasan pariwisata didukung 
oleh daya tarik wisata baik alam, buatan, 
maupun budaya, dan pengembangan desa 
wisata 

Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan 
dan permukiman perdesaan yang aman, 
nyaman, produktif, dan berjatidiri budaya Bali 

Mengembangkan kegiatan budidaya secara 
selektif disekitar kawasan pertahanan dan 
keamanan 

Mengembangkan kawasan perikanan budidaya 
secara sinergis dan berkelanjutan 

Penyediaan RTH di 

kawasan perkotaan 
 

 

 

 

 

Menyediakan RTH di kawasan perkotaan dengan 
luas min 30% dari luas kawasan perkotaan, 
meliputi 20% RTH publik dan 10% RTH privat 

Mewajibkan penyediaan taman lingkungan pada 
pengkaplingan atau pengembangan perumahan 
baru 

Mewajibkan pengembangan minimal satu banjar 

satu taman banjar dan satu desa satu taman 
desa 

Mewajibkan pengembangan RTH publik pada 
lahan milik pemerintah 

Mengembangkan kerjasama pinjam pakai untuk 
RTH publik pada lahan kosong milik pemerintah 
yang ada di kawasan perkotaan 

Mewajibkan penyertaan pengembangan RTH 
publik sebagai bagian dari CSR pihak swasta 

Mengembangkan kerjasama pemanfaatan lahan 
milik desa atau desa adat sebagai RTH publik 

Mengembangkan kerjasama pembelian secara 
bertahap taman banjar atau taman desa oleh 
desa atau desa adat 

Mengadakan pembelian secara bertahap lahan 
untuk RTH publik oleh pemerintah daerah 

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043  
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Tabel 1.6 
Kebijakan Kawasan Strategis Kabupaten Tabanan 2023-2043 

Kebijakan  
Kawasan Strategis 

Strategi Penataan Ruang 

Pengintegrasian secara harmonis 
kawasan strategis nasional, provinsi, dan 

kabupaten 

Mengembangkan sistem koordinasi tata kelola kawasan 
strategis nasional, provinsi, dan kabupaten 

Mengintegrasikan kawasan strategis nasional, provinsi, dan 

kabupaten ke dalam struktur dan pola ruang 

Mensinergikan program pengembangan kawasan strategis 
nasional, provinsi, dan kabupaten 

Pengembangan kawasan strategis untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
wilayah supaya berjatidiri, produktif, dan 

berdaya saing 

Mengembangkan potensi kawasan pariwisata Benel, 
Candikusuma, Perancak, Palasari, kawasan ekonomi terpadu, 
dan kawasan industri wilayah sebagai penggerak ekonomi 
berbasis ekowisata, budaya Bali, dan bertaraf internasional 

Menata dan mengembangkan keterpaduan klaster kegiatan 
ekonomi unggulan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang 
tumbuh 

Memantapkan partisipasi masyarakat, subak, desa adat, dan 
organisasi kemasyarakatan lainnya 

Meningkatkan layanan fasilitas, prasarana, dan aksesibilitas 

serta memelihara keterkaitan antar kawasan dan wilayah 

Pemantapan kawasan strategis untuk 
memajukan dan melestarikan nilai, 
ekspresi, serta praktik kebudayaan 
tradisional daerah 

Menata dan mengembangkan Kawasan Tempat Suci Pura Dang 
Kahyangan 

Memantapkan partisipasi masyarakat, subak, desa adat, dan 
organisasi kemasyarakatan lainnya 

Meningkatkan ketersediaan layanan fasilitas dan aksesibilitas 

penunjang kawasan yang terintegrasi secara terpadu 

Pengembangan kawasan strategis untuk 
melindungi keanekaragaman hayati dan 
memperkuat ekosistem wilayah 

Mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai daya 
dukung dan daya tampung lingkungan 

Mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup 
yang telah menurun 

Mengembangkan partisipasi masyarakat dan konsep-konsep 
kearifan lokal serta budaya Bali dalam pengendalian, 
pengawasan, dan pelestarian. 

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043 

B. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng 
Tahun 2013-2033 

Arahan penataan ruang Kabupaten Buleleng tertuang dalam Peraturan 

Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033. Penataan Ruang Wilayah 

Kabupaten Buleleng bertujuan untuk mewujudkan ruang yang berkualitas, 

serasi, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali berwawasan 

lingkungan dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pertanian dalam arti 

luas, perikanan, industri dan pariwisata yang berlandaskan Tri Hita Karana. 

Penjabaran arahan penataan ruang Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.7 

Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng 2013-2033 

Kebijakan Strategi Penataan Ruang 

Pemantapan fungsi wilayah 
sebagai pusat 
pengembangan Bali Bagian 
Utara 

Memantapkan fungsi Kawasan Perkotaan Singaraja sebagai Pusat Kegiatan 
Wilayah (PKW) 

Mendukung pengembangan Kawasan Andalan Nasional Singaraja dan 

sekitarnya sebagai kawasan unggulan sektor pariwisata, pertanian, perikanan 
dan aneka industri 

Meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan Singaraja sebagai salah satu pusat 

pendidikan nasional 

Meningkatkan aksesibilitas kabupaten dan membangun bandar udara baru 

Pengembangan sistem 

pelayanan pusat-pusat 

Meningkatkan keterpaduan sistem perkotaan kabupaten dengan sistem 

perkotaan propinsi dan sistem perkotaan nasional 
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Kebijakan Strategi Penataan Ruang 

kegiatan yang proporsional 
dan sistem perdesaan yang 
terintegrasi dengan sistem 
perkotaan 

Mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan kepariwisataan, pusat pemerintahan 
kabupaten, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan dan pusat 
pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan secara terpadu 

Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan fungsi PKW, PKL, PPK dan 
pusat-pusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh 

Meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar 
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan 

dan wilayah sekitarnya 

Meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat pelayanan dari wilayah 
belakangnya, terutama ibukota kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan 

Pengembangan wilayah-
wilayah yang berbasis 
agribisnis pertanian dan 

perikanan yang terintegrasi 
dengan agrowisata dan 
ekowisata 

Memantapkan kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan 

Meningkatkan sistem agribisnis tanaman pangan, hortikultura, peternakan, 
perkebunan dan perikanan yang berorientasi pasar 

Mengembangkan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan berbasis 
komoditas unggulan yang berdaya saing 

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang 
produksi dan pemasaran 

Meningkatkan penguatan sumber daya manusia di bidang pertanian dan 

perikanan 

Meningkatkan keterkaitan hasil produksi pertanian dengan sektor industri, 
perdagangan dan pariwisata 

Mengintegrasikan kegiatan pertanian sebagai kawasan agrowisata berbasis 
ekowisata 

Pengembangan wilayah 

wilayah yang berbasis 
utama industri 

Mengembangkan Kawasan Industri Celukan Bawang 

Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif pada zona-zona industri 
dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan 

Pengembangan wilayah 

wilayah yang berbasis 
pariwisata 

Mengembangkan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan 

Daerah Bali 

Mengembangkan kawasan efektif pariwisata di Kawasan Pariwisata 
Batuampar, Kawasan Pariwisata Kalibukbuk/ Lovina, Kawasan Pariwisata Air 

Sanih yang berwawasan budaya dan lingkungan 

Mengembangkan KDTWK Pancasari dan Daya Tarik Wisata (DTW) yang 
berwawasan lingkungan dan budaya 

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan 
 

Peningkatan kualitas dan 

jangkauan pelayanan 
prasarana wilayah yang 
terpadu dan merata 

Meningkatkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara 

Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan 
aksesibilitas antar wilayah, antar kawasan, antar desa dan membuka 
keterisolasian 

Meningkatkan kualitas jaringan jalan Pantai Utara Bali dan mendorong 
percepatan pembangunan jalan Soka – Seririt dan Mengwitani – Singaraja 

Memantapkan sistem prasarana dan pelayanan angkutan penumpang dan 

angkutan barang 

Memantapkan tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran 

Memantapkan tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk 

penerbangan 

Peningkatan kualitas dan 
jangkauan pelayanan 

prasarana wilayah yang 
terpadu dan merata 

Meningkatkan pelestarian dan pendayagunaan sumber daya air dan 
pengendalian daya rusak air 

Memantapkan pelayanan sistem jaringan energi dan telekomunikasi 

Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan prasarana lingkungan 

permukiman 

Mensinergikan dan 
meningkatkan 
keterpaduan antar 

kegiatan budidaya 

Mengembangkan investasi diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan pemerataan perkembangan antar wilayah kecamatan 

Mengembangkan kawasan hutan produksi diarahkan pada upaya mendukung 
optimalisasi kawasan lindung 

Mengamankan kawasan budidaya yang berbatasan dengan kawasan hutan 

konservasi melalui pengembangan tanaman kehutanan 

Menghijaukan kembali lahan kritis pada kawasan budidaya dan kawasan 
lindung 

Mengembangan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, 
kerajinan, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan ditunjang pemenuhan 
sarana dan prasarana; 

Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan 
bencana 

Mengembangkan kawasan permukiman melalui ekstensifikasi secara terbatas 

dan intensifikasi/efisiensi pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan ruang secara vertikal terbatas 

Mengembangkan pertanian organik secara bertahap menuju kabupaten 
organik 

Memantapkan kualitas kawasan lindung 
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Kebijakan Strategi Penataan Ruang 

Pelestarian fungsi daya 
dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup untuk 
mendukung pembangunan 

berkelanjutan 

Menetapkan kawasan hutan dan vegetasi tutupan lahan permanen paling 
sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS yang berada di wilayah kabupaten 

Melestarikan ekosistem kawasan hutan dan danau sebagai pengendali sistem 

hidrologis dan pemasok tata air wilayah 

Mengembangkan kawasan budidaya dengan konsep agroforestry pada 
kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen) 

Mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung 

Mengembangkan kawasan budidaya yang sesuai pada kawasan rawan 
bencana untuk mengurangi dampak bencana dan mengendalikan kegiatan 

budidaya di sekitar kawasan rawan bencana 

Mengembangkan konsep mitigasi bencana dalam pemanfaatan ruang kawasan 
budidaya 

Meningkatkan kemampuan untuk mengadaptasi perubahan iklim 

Pendayagunaan potensi 
wilayah pesisir dan 

kelautan 

Mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama 
kepariwisataan, pertanian dan perikanan yang berkelanjutan 

Mengembangkan peraturan zonasi kawasan pesisir dan laut kabupaten 

Mengembangkan kawasan minapolitan 

Mengembangkan kawasan konservasi perairan 

Mengembangkan sarana prasarana kawasan pesisir 

Pengembangan kegiatan 

budidaya untuk 
menunjang aspek 
pertahanan dan 
kemananan negara 

Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan 

Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan 
untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan 

Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak 
terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona 
penyangga 

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2043 

 

Gambar 1.8 

Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng 2013-2033 
Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2013 
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Gambar 1.9 

Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng 2013-2033 
Sumber: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2013 

1.3.8 Landasan Pembangunan Bali 

A. Haluan 100 tahun Bali Era Baru 

Konsep yang diusung Provinsi Bali dalam mewujudkan arah dan strategi 

yang jelas, terukur dengan dimensi hingga 100 tahun ke depan, diperkenalkan 

sebagai ‘HALUAN PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA 

BARU 2023-2125’. Dokumen yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi 

Bali Nomor 4 Tahun 2023 ini, memiliki sifat ideologis, kultural, religius, dan 

nasionalis. Tujuan dari penyusunan dokumen Haluan Pembangunan Bali adalah 

memastikan kesucian dan keharmonisan unteng Alam, Manusia, dan 

Kebudayaan Bali terjaga secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam satu 

kesatuan wilayah. Dokumen haluan pembangunan Bali menyebutkan bahwa 

terdapat 3 periode waktu dalam pembangunan Bali, yaitu Bali Masa Lalu, Bali 

Masa Kini, dan Bali Masa Depan.  

Konsep Bali Masa Depan dilaksanakan oleh generasi era 100 tahun ke depan 

dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

• Pelestarian/perlindungan warisan Adiluhung Bali Tempo Dulu dari Ida 

Bhatara Sasuhunan, Ida Dalem Raja-raja Bali, Guru-guru Suci, Leluhur, 

Lelangit, dan Panglingsir Bali 

• Pencapaian kemajuan kebijakan pembangunan Bali Masa Kini 


